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ABSTRAK 

KONTRIBUSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI 

KABUPATEN PELALAWAN 

 

OLEH : FHERU MALIO 

 

Penulisan tugas akhir ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

pelalawan yang beralamat di Jl.Sultan Syarif Hasyim,Kecamatan Pangkalan 

Kerinci,Kabupaten Pelalawan. Pengamatan di instansi ini berlangsung sejak bulan 

Maret 2021 sampai dengan Juni 2021. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui perkembangan pajak BPHTB dan kontribusi pajak 

BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Pelalawan. Untuk mendapatkan data dan 

informasi, penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. 

Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penulisan tugas 

akhir ini, penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan 

penjelasan yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis 

lakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan, menunjukkan bahwa 

perkembangan pajak BPHTB di Kabupaten Pelalawan mengalami fluktuasi dalam 

kurun waktu tiga tahun terakhir. Sedangkan kontribusi pajak BPHTB terhadap 

PAD di Kabupaten Pelalawan tergolong kecil namun tidak mempengaruhi 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan total 

penjumlahan tiga tahun terakhir rata-rata  kontribusi yang diberikan selama 

sebesar 3,25% 

 

Kata Kunci: Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRAK 

KONTRIBUSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI 

KABUPATEN PELALAWAN 

 

OLEH : FHERU MALIO 

 

 The writing of this final project was carried out at the Regency Regional 

Finance Agency Pelalawan having its address at Jl.Sultan Syarif Hasyim, 

Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency.  Observations at this agency 

took place from March 2021 to June 2021. The writing of this final project was 

carried out with the aim of knowing the development of BPHTB taxes and BPHTB 

tax contributions to PAD in Pelalawan Regency. To obtain data and information, 

the authors use the method of interviews, observation and literature study.  The 

data used are primary data and secondary data.  In writing this final project, the 

author analyzes the data obtained by using a descriptive explanation. Based on 

observations made by the author at the Regional Finance Agency of Pelalawan 

Regency, it shows that the development of BPHTB taxes in Pelalawan Regency 

has fluctuated in the last three years.  While the contribution of BPHTB taxes to 

PAD in Pelalawan Regency is relatively small but does not affect the financing of 

government administration. This is evidenced by the total sum of the last three 

years the average contribution given is 3.25%. 

 

Key Word : Tax on Acquisition of Rights on Land and Buildings 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Suksesnya suatu 

pembangunan negara Indonesia tidak terlepas dari tersedianya dana yang cukup 

besar untuk membiayai pembangunan negaranya. Dengan pengolahan dana yang 

baik, maka semua sektor pendapatan negara dapat dioptomalkan untuk 

mewujudkan cita-cita negara dan peningkatan pembangunan negara yang 

bertujuan untuk mensejahterakan rakyat indonesia.Pajak sebagai salah satu sektor 

pendapatan negara yang sangat besar, telah memberikan peran yang sangat 

penting bagi pembangunan dan dengan peranannya tersebut, maka diperlukan 

keikutsertaan Wajib Pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam 

membayar pajak sebagai pencerminan Warga Negara yang baik dan patuh 

terhadap hukum yang berlaku di Negara Indonesia.Pajak merupakan iuran yang 

wajib diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan 

hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan 

negara yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan 

negara.  
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Pada era otomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 

Januari 2001 Pemerintah menghendaki Daerah untuk berkreasi dalam mencari 

sumber penerimaannya yang dapat membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah 

dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan. Dari berbagai 

alternatif penerimaan daerah, Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan Pajak dan 

Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber 

dari dalam daerah itu sendiri. Untuk mengatur tentang pemungutan Pajak dan 

Retribusi Daerah. 

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna 

pembiayaan pengeluaran daerah sebagaimana badan hukum publik yang di atur 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah. Oleh sebab itu, pajak daerah harus dikelola secara professional dan 

transparan dalam rangka optimalisasi dan usahanya meningkatkan kontribusinya 

terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.Pemungutan pajak daerah ini 

merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemungutan 

ini dikenakan kepada anggota masyarakat Wajib Pajak dan Badan sebagai 

pencerminan kewajiban dibidang perpajakan. Menurut Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Jenis-jenis Pajak Daerah: Pajak Provinsi & 

Pajak Kabupaten/Kota         

Dalam melakukan Pembangunan suatu Daerah membutuhkan dana yang 

cukup besar, salah satu sektor pendapatan yang paling besar untuk membangun 

Daerah sendiri yaitu berasal dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 



3 

 

 

Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) adalah 

pajak yang dikenakan atas  perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.  

Dengan pesatnya perkembangan komunikasi dan IT pemerintah kabupaten 

pelalawan mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan 

masyarakat akan pelayanan khususnya pelayanan pajak daerah kabupaten 

pelalawan.  

Pada pajak BPHTB pemerintah kabupaten pelalawan berinovasi untuk 

menggunakan sistem BPHTB yang terintegrasi dengan BPN dan KPP Pratama, 

dalam inovasi ini BPKAD mengembangkan pelayanan menggunakan sarana 

online melalui perangkat android baik pendaftaran pajak BPHTB maupun dalam 

rentang administrasi verifikasi dan penandatanganan yang dilakukan oleh petugas 

yang ditunjuk oleh pimpinan. Sehingga terciptalah sistem BPHTB online. 

Dasar hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997. 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Kemudian pajak ini masuk dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daera 

dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 85 sampai dengan Pasal 93. 

Dalam pemungutan Pajak sangat diperlukan Peranan Aparat Pemerintah 

Daerah, dalam mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau 

yang baru berkembang yang seperti Kabupaten lainnya harus mampu menunjang 

pelaksanaan pemungutan Pajak  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
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(BPHTB) agar seluruh warganya yang menjadi Wajib Pajak dapat memenuhi 

kewajibannya untuk membayar Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pelalawan yang 

kemudian disingkat menjadi BPKAD merupakan gabungan dari dinas pendapatan 

daerah, bagian keuangan daerah dan bagian aset daerah yang terbentuk 

berdasarkan peraturan daerah yang berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 

2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi satu perangkat 

kerja pemerintah. Salah satu tugas pokok dan fungsi BPKAD kabupaten 

pelalawan adalah meningkat pelayanan secara optimal dalam mengelola, mencari, 

menggali dan meningkatkan sumber-sumber keuangar. daerah terutama yang 

berasal dari pendapatan daerah yang sumbernya berdasarkan undang-undang 

nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang turunannya 

dituangkan kedalam peraturan daerah kabupaten pelalawan no 1 tahun 2011 

tentang pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian C, pajak parkir, pajak air 

tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan 

hak atas tanah dan bangunan. BPKAD sebagai kantor public service atau penyedia 

layanan pajak daerah bertanggung jawab atas penerimaan pajak daerah khususnya 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan  memiliki potensi yang cukup besar 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dari sektor 
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Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pada tanggal 17/02/2020 dikutip 

dari halloriau.com Kepala BPKAD kabupaten pelalawan Devitson,SH,MH 

mengatakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Pelalawan akan menggenjot Pendaptan asli daerah (PAD) dari 11 sektor salah 

satunya dari Bea perolehan atas tanah dan bangunan yang mana realisasinya 

mencapai 105,70 persen yaitu sebesar Rp 21,1 meliar dari target 20 miliar. 

Tabel 1.1 

Pendapatan Pajak Daerah 

Kabupaten Pelalawan Tahun 2018-

2020 

No. Tahun Pendapatan 

Pajak Daerah 

(Rp) 

1. 2018 56.100.940.000,00 

2. 2019 56.399.398.000 

3. 2020 71.729.900.000,00 

Sumber: Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Pelalawan(2020) 
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Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Pajak BPHTB Tahun 2018-2020 

No. Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentase (%) 

1. 2018 4.400.000.000,- 10.642.466.190,- 241,8% 

2. 2019 20.000.000.000,- 21.140.386.517,- 105,70% 

3. 2020 9.500.000.000,- 11.313.300.169 119,08% 

Sumber : BPKAD Kabupaten Pelalawan. 

 

Berdasarkan tabel diatas,dijelaskan bahwa Realisasi Pajak BPHTB dari tahun 

2018-2020 mengalami fluktuasi. Dibuktikan dari jumlah pajak BPHTB Tahun 

2018 sebesar  241,6% dari target pajak BPHTB sebesar Rp4.400.000.000, 

realisasi yang diberikan pada 2018 masuk dalam kriteria sangat tinggi. Tahun 

2019 target pajak sebesar Rp20.000.000.000 Realisasi yang diberikan pada tahun 

2019 sebesar 105,7%. Jumlah kontribusi tersebut masuk kriteria yang sangat 

rendah dari pada tahun sebelumnya. Tahun 2020 realisasi pajak sebesar 

Rp11.313.300.169 Jumlah Data ini menunjukkan bahwa kontribusi yang 

diberikakan pajak BPHTB mengalami kenaikan Yang cukup tinggi. 

Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan 

pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. 

Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap 

PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti 
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peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.” Apabila Pajak BPHTB 

mengalami penurunan target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Pelalawan, maka kontribusi pajak BPHTB untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunan, terhambatnya 

penyelenggaraan roda pemerintahan dan roda pembangunan, menurunnya 

tambahan pegawai negeri, menurunnya kesejahteraan pegawai dan masyarakat. 

Sebaliknya jika Pajak BPHTB mengalami peningkatan terhadap target yang telah 

ditetapkan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan maka 

kontribusi terhadap pajak BPHTB berarti semakin besar peranan pajak daerah 

untuk Pendapatan Asli Daerah dan mempercepat penyelenggaraan roda 

pemerintahan dan roda pembangunan, meningkatnya tambahan pegawai negeri 

dan meningkatnya kesejahteraan pegawai dan masyarakat.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusi sangat 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah maka perlu dianalisis kontribusi 

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Pelalawan. 

Melalui tugas akhir ini, penulis ingin mengetahui bagaimana kontribusi Pajak 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Kabupaten Pelalawan, dan untuk mengenal lebih luas tentang objek masalah 

yang tidak hanya dengan kajian teoritis tetapi juga mengacu pada praktik kerja 

lapangan dan mengangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul 
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“Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pelalawan”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam alasan 

pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah  kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pelalawan ? 

2. Bagaimana tata cara pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan ? 

3. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi serta solusi apa  yang ditempuh 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan Pajak 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.? 

1.3.    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian  

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka 

penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

tentang: 

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan Pajak Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan. 
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3. Untuk mengetahui upaya pemerintah kabupaten pelalawan untuk 

meningkatkan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait masalah yang diteliti. 

2. Untuk dapat memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum 

yang berkaitan dengan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan. 

3. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti yang ingin 

mengkaji secara mendalam tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan. 

1.4.  Metode Penelitian 

1.4.1. Lokasi Penelitian 

Adapun tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Pelalawan, Riau, Indonesia.  

1.4.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret 2021 sampai dengan Juni 2021. 

1.4.3. Jenis Data 

1.4.3.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

informasi melalui wawancara. Yang mana dalam hal ini penulis akan 

mewawancarai langsung Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan.  
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1.4.3.2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti 

dokumen, buku buku referensi yang berhubungan dengan penulisan serta sumber-

sumber lainnya. 

1.4.4. Metode Pengumpulan Data 

1.4.4.1. Interview 

Penulis mengumpulkan data dengan teknik interview. Interview yaitu 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pelalawan khususnya Kepala Bidang PAD dan Dana 

Perimbangan yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi 

yang diberikan bagi penyusun penelitian. 

1.4.4.2. Observasi 

Observasi secara umum adalah suatu aktivitas yang dilakukan guna 

mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan serta 

gagasan. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

meninjau langsung di lokasi penelitian guna membuktikan kebenaran dari sebuah 

desain penelitian. Penulis secara langsung mengamati dengan melihat secara dekat 

gejala-gejala yang ada dilapangan yang menjadi objek penelitian penulis. 

1.4.4.3. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas 

kesimpulan dan pendapat para ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang 

lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang lebih 
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berkaitan dengan pajak secara umum, pajak daerah, serta sumber- sumber 

referensi lain yang berhubungan dengan penulisan. 

1.4.4. Analisis Data 

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan 

yang bersifat deskriptif, yaitu mengolah data-data yang telah di dapat dan 

membandingkan masalah teori dan praktik dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi 

dasar atau acuan suatu penelitian. Dalam penulisan proposal ini terdapat beberapa 

bab dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penulisan dan sistematika penulisan, teknik pengumpulan data dan penulisan 

laporan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pelalawan. 

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini membahas tentang tinjauan teori pengertian pajak secara umum, 

fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, tata cara perizinan pajak bea perolehan 

hak atas tanah dan bangunan , tata cara pemungutan pajak bea perolehan hak atas 
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tanah dan bangunan, jenis- jenis pajak, pengertian pajak bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan, subjek dan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan, objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dasar 

pengenaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, tariff pajak bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan, perhitungan pajak bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan, tinjauan praktek tata cara pemungutan pajak bea perolehan 

hak atas tanah dan bangunan. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan 

atas dasar penelitian yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

Kabupaten Pelalawan. 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalwan 

dibentuk  berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam 

perjalanannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPKAD Kabupaten Pelalawan 

mengalami beberapa kali perubahan yaitu : 

1. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan. 

2. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, Penjabaran Tugas  dan 

Fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten 

Pelalawan. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 

07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Pelalawan. 

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan 

BPKAD Kabupaten Pelalawan merupakan Badan Daerah dengan type A 

melaksanakan fungsi penunjang Keuangan. Selanjutnya berdasarkan 

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 78 Tahun 2016 telah menetapkan 

kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Pelalawan. 

A. Kepala Badan; membawahi Sekretaris dan 6 (enam) 

bidang, yaitu: 

1. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah; 

2. Bidang Perbendaharaan; 

3. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan; 

4. Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah 

5. Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding 

6. Bidang Aset; 

B. Sekretaris,membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 

1. Subbagian Program 

2. Subbagian Keuangan 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

C. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan 

Daerah,membawahi 3 Sub Bidang yaitu : 

1. Sub bidang Penyusunan Anggaran dan Dana Transfer 
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2. Sub bidang Pelaksanaan Anggaran. 

3. Sub bidang Informasi Keuangan Daerah. 

D. Bidang Perbendaharaan,membawahi 3 (tiga) Sub bidang 

yaitu : 

1. Sub bidang penerimaan dan pengeluaran. 

2. Sub bidang Verifikasi dan Pelaporan. 

3. Sub bidang Belanja PPKD. 

E. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan,membawahi 3 

(tiga) Sub bidang yaitu : 

1. Sub bidang Penatausahaan Keuangan. 

2. Sub bidang Akuntansi dan Pembukuan 

3. Sub bidang Bina  

2.2. Visi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 

Pelalawan. 

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan 

cita-cita yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah secara konsisten dan tegas 

dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Mengacu pada 

batasan tersebut,Badan Pengeolan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 

Pelalawan menetapkan visi “(Inovasi Menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi 

Mandiri, Aman dan Sejahtera)”. 
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2.3. Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 

Pelalawan. 

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Instansi 

Pemerintah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Guna mewujudkan dan 

merealisasikan Visi dimaksud, maka ditetapkan Misi Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai berkut; 

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Unggul, Beriman, 

Bertaqwa dan Berbudaya Melayu; 

2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan; 

3. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung    

Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi; 

4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur; 

5. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa; 

6. Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan 

Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang 

Berkelanjutan; 

7. Menciptakan Ketertiban dan Keamanan, maka tujuan dan sasaran 

Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Pelalawan yang terkait dengan 

pencapaian misi Secara umum. 
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2.4. Tujuan 

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, sebagai 

unsur pelaksana pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pelalawan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut : 

1. Meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD 

secara berkesinambungan. Sasarannya adalah tercapainya realisasi 

pendapatan asli daerah yang lebih besar setiap tahunnya. 

2. Meningkatkan kualitas sistem psengelolaan keuangan daerah. 

Sasarannya adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai 

standar yang ditetapkan.  

3. Meningkatkan pelayanan yang responsif. Sasarannya adalah 

terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas. 

2.5. Tugas 

Badan Pengeolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan 

mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memimpin, merumuskan, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang 

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. 

2.6. Fungsi 

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Pelalawan adalah sebagai berikut : 

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset; 



18 

 

 

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; 

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset; 

4. pelaksanaan kesekretariatan Badan ;  

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

2.7. Uraian Tugas (Job Description) Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pelalawan 

1. Kepala Badan 

Kepala Badan  mempunyai tugas membantu  Bupati  melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah di bidang  Keuangan. 

2. Sekretaris 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan,  koordinasi,pembinaan dan perencanaan serta evaluasi 

pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian. dan membawahi 3 (tiga) 

Sub Bagian, yaitu : 

a. Subbagian Program 

b. Subbagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian. 
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3. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah 

Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas 

mengkoordinasikan, memfasilitasi penyusunan APBD dan Perubahan 

APBD, melakukan pembinaan dan evaluasi rancangan anggaran 

kabupaten.  

Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah membawahi 3 Sub 

Bidang yaitu : 

a. Sub bidang Penyusunan Anggaran dan Dana Transfer 

b. Sub bidang Pelaksanaan Anggaran. 

c. Sub bidang Informasi Keuangan Daerah. 

4. Bidang Perbendaharaan 

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

urusan Penerimaan, Pengeluaran, Verifikasi, Pelaporan dan Belanja 

PPKD. 

Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Sub bidang yaitu : 

a. Sub bidang penerimaan dan pengeluaran. 

b. Sub bidang Verifikasi dan Pelaporan. 

c. Sub bidang Belanja PPKD. 

5. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan urusan pada Penatausahaan Keuangan, Akuntansi 

dan Pembukuan dan Bina Keuangan. 
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membawahi 3 (tiga) Sub bidang yaitu : 

a. Sub bidang Penatausahaan Keuangan. 

b. Sub bidang Akuntansi dan Pembukuan 

c. Sub bidang Bina Keuangan 
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STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  

BADAN KEUANGAN DAERAH 

 

Lampiran : Peraturan Bupati Pelalawan  

Nomor  : 78 Tahun 2016 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

1) Perkembangan pajak BPHTB dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi. 

Dalam hal perkembangan pajak BPHTB sekaligus mempengaruhi 

kontribusi pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Pelalawan. Tahun  2018  kontribusi yang diberikan sebesar 7,96% dengan 

penerimaan pajak BPHTB sebesar Rp10.642.466.190, kontribusi yang 

diberikan pada 2018 masuk dalam kriteria  rendah. Tahun 2019 

penerimaan pajak sebesar Rp21.140.386.517  Kontribusi yang diberikan 

pada tahun 2019 terhadap PAD sebesar 14,73%. Jumlah kontribusi 

tersebut masuk kriteria yang sangat tinggi dari pada tahun sebelumnya. 

Tahun  2020  penerimaan pajak sebesar Rp11.313.300.169 Kontribusi 

yang diberikan pada tahun 2020 terhadap PAD sebesar 7,05%. Jumlah 

Data ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan  pajak BPHTB 

mengalami kenaikan Yang sangat tinggi. 

2) Kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD dalam kurun waktu tiga tahun 

terakhir mengalami fluktuasi. Kontribusi yang diberikan selama tiga tahun 

terakhir sebesar 0,34% dan masuk kriteria kecil dalam kontribusinya. Hal 

tersebut terjadi karena kontribusi yang diberikan pajak BPHTB terhadap 

PAD mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Walaupun 
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kontribusi pajak BPHTB masih kecil terhadap PAD akan tetapi cukup 

berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.  

4.2.   Saran 

a. Untuk BPKAD sebaiknya memberikan penjelasan-penjelasan kepada 

masyarakat (Sosialisasi dengan Wajib Pajak) mengenai dasar 

penetapan Pajak BPHTB, perhitungan Pajak BPHTB kepada Wajib 

Pajak agar dapat mengerti tentang tata cara perhitungan Pajak 

BPHTB. 

b. Pemungutan Pajak BPHTB harus lebih ditingkatkan lagi mulai dari 

pendataan hingga penyetorannya. 

c. Untuk Pemerintah Daerah sebaiknya membuat kebijakan  

pengurangan tarif pajak. 

d. Untuk wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 

pajaknya. Oleh karena itu, dibutuhkan masukan yang positif kepada 

wajib pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya 

dengan cara mengikuti seminar perpajakan, bertanya dengan call 

center, inovasi informasi dalam website dan sosialisasi untuk 

menambah pengetahuan tentang pajak, dan hal-hal lain yang berkaitan 

dengan cara agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

e. Untuk Wajib Pajak diharapkan lebih produktif dengan memberikan 

data-data atau dokumen yang benar-benar untuk mendukung 
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perhitungan Pajak BPHTB agar dapat berjalan ketentuan dan 

peraturan perpajakan yang berlaku. 
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LAMPIRAN HASIL WAWANCARA 

 

1. Bagaimana perkembangan Pajak BPHTB di Kabupaten pelalawan dalam 

kurun waktu tiga tahun terkahir? 

Jawab : Perkembangan pajak BPHTB dalam tiga tahun terakhir mengalami 

kenaikan dan penurunan. Kondisi ini dikarenakan belum stabilnya 

penerimaan dari pendapatan di sektor pajak BPHTB tersebut. 

2. Bagaimana kontribusi Pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Pelalawan? 

Jawab : Kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Pelalawan 

tergolong kecil namun tidak mempengaruhi pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintah. 

3. Apa saja faktor yang menghambat penerimaan pajak BPHTB?  

Jawab : Adanya perlawanan pasif dan perlawanan aktif yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak. 

4. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dalam 

meningkatkan penerimaan pajak BPHTB? 
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Jawab : Badan Keuangan Daerah melakukan beberapa upaya untuk 

meningkatkan penerimaan pajak BPHTB, diantaranya yaitu melakukan 

intensifikasi dan ekstensifikasi. 
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